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DINA PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

Laporan 
PENCACAHAN LENGKAP
PENERBITAN IZIN PARKIR DI
KOTA BANJARBARU



A. Kata Pengantar
    Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga laporan “Pencacahan Lengkap
Penerbitan Izin Parkir di Kota Banjarbaru” ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik.

     Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan dokumentasi kegiatan pencacahan data penerbitan izin
parkir di wilayah Kota Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai jumlah,
sebaran, serta karakteristik lokasi parkir yang telah memiliki izin
resmi, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan
pengambilan kebijakan pengelolaan perparkiran yang tertib,
aman, dan berkelanjutan.

      Melalui kegiatan pencacahan ini,  diharapkan Pemerintah
Kota Banjarbaru, khususnya Dinas Perhubungan, dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan serta
mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
parkir di lapangan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian
penting dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan penataan lalu lintas yang lebih baik.

        Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak
yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data,
verifikasi,  serta penyusunan laporan ini,  baik dari unsur
pemerintah daerah, petugas lapangan, maupun pihak-pihak
terkait lainnya.

         Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi bahan masukan bagi penyusunan kebijakan serta
evaluasi program di bidang perparkiran di masa yang akan
datang.

Banjarbaru, September 2025
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru



BAB.I
Pendahuluan

     Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Banjarbaru dari
tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap
meningkatnya kebutuhan lahan parkir,  baik di kawasan pusat
kota, area perkantoran, fasilitas umum, maupun pusat kegiatan
masyarakat lainnya. Dalam rangka menciptakan ketertiban,
kenyamanan, serta efisiensi penggunaan ruang jalan, diperlukan
pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap
penyelenggaraan kegiatan parkir.

      Penerbitan izin parkir merupakan salah satu instrumen
penting dalam pengelolaan perparkiran. Melalui mekanisme
perizinan, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam
menetapkan lokasi parkir resmi, melakukan pengawasan, serta
mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah permasalahan di
lapangan, seperti lokasi parkir yang belum berizin, data yang
belum terintegrasi,  serta perlunya pembaruan informasi terkait
jumlah dan sebaran izin parkir yang telah diterbitkan.

          Oleh karena itu, kegiatan pencacahan lengkap penerbitan
izin parkir di Kota Banjarbaru dilaksanakan untuk memperoleh
data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi.  Data ini
diharapkan menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan,
penertiban lapangan, serta pengelolaan sistem perparkiran
yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

1.1. Latar Belakang



Kegiatan pencacahan ini dimaksudkan untuk melakukan
pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh izin parkir yang
telah diterbitkan di wilayah Kota Banjarbaru.
 Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mendapatkan data lengkap dan valid mengenai jumlah serta
sebaran izin parkir resmi di Kota Banjarbaru.

2. Mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan izin parkir di
lapangan.

3. Menyediakan basis data sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan kebijakan perparkiran ke depan.

4. Mendukung peningkatan efektivitas pengawasan dan
optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran.

1.2. Maksud & Tujuan



Pelaksanaan kegiatan pencacahan ini berpedoman pada
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara
lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir.

5. Dokumen perencanaan teknis Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum



Ruang lingkup kegiatan pencacahan meliputi:

Pendataan seluruh izin parkir yang diterbitkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Banjarbaru.
Verifikasi data lokasi,  luas area, jenis parkir (tepi jalan umum
atau off street), serta masa berlaku izin.
Pemutakhiran data dan identifikasi permasalahan yang
ditemukan di lapangan.
Penyusunan laporan hasil pencacahan lengkap penerbitan
izin parkir.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan



          Kegiatan Pencacahan Lengkap Penerbitan Izin Parkir di
Kota Banjarbaru dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Nomor: B-
423/63720/OT.130/03/2025 tanggal 8 Maret 2025 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Pencacahan Lengkap Penerbitan Izin
Parkir Tahun 2025.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada
subkegiatan Pengelolaan dan Penataan Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

BAB.II
METODOLOGI

PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Dasar Pelaksanaan

2.2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan : 8 Maret 2025. s.d. 15 Maret Tahun
2025
Lokasi Kegiatan :  Seluruh wilayah administrasi Kota
Banjarbaru, mencakup lima kecamatan yaitu Kecamatan
Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang
Anggang, dan Cempaka.



Pelaksanaan kegiatan pencacahan dilakukan dengan metode
pendataan langsung di lapangan (field survey) dan verifikasi
dokumen administratif,  dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
Pengumpulan daftar izin parkir yang telah diterbitkan
oleh Dinas Perhubungan.
Penyusunan instrumen pencacahan (formulir,  daftar cek,
dan peta sebaran lokasi parkir).
Pembekalan petugas lapangan mengenai teknik
pendataan dan pengisian formulir.

2. Pelaksanaan Pencacahan
Pendataan langsung ke lokasi parkir yang memiliki izin
resmi.
Pencatatan informasi meliputi:  nomor izin, lokasi,  jenis
parkir,  luas area, nama pengelola, dan masa berlaku izin.
Dokumentasi foto lokasi dan pencocokan data dengan
arsip perizinan.

3. Verifikasi dan Validasi Data
Pemeriksaan kesesuaian data hasil lapangan dengan data
administratif.
Koreksi terhadap data yang tidak valid atau tidak sesuai
dengan kondisi nyata.

4. Analisis dan Penyusunan Laporan
Pengolahan data hasil pencacahan menjadi tabel dan
grafik.
Penyusunan laporan akhir sebagai bahan evaluasi dan
rekomendasi kebijakan perparkiran.

2.3. Metode Pelaksanaan



Sumber data dalam kegiatan ini terdiri dari:
Data primer: diperoleh melalui hasil pencacahan dan
observasi langsung di lapangan.
Data sekunder: diperoleh dari dokumen perizinan parkir
yang diterbitkan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru serta
sumber data pendukung lainnya.

2.4. Sumber Data

2.5. Tenaga Pelaksana
Kegiatan pencacahan ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang
terdiri dari:

Penanggung jawab: Kepala Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru.
Pengawas lapangan: Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Koordinator kegiatan: Kepala UPT. Perparkiran.
Petugas pencacah lapangan: staf bidang terkait dan tenaga
pendukung teknis.



BAB.III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah Pencacahan
     Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang memiliki peran penting sebagai pusat
kegiatan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa.
Aktivitas masyarakat yang tinggi di kawasan perkotaan
menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang parkir,  baik di
tepi jalan umum maupun di lokasi parkir khusus (off street).

   Wilayah administratif Kota Banjarbaru terdiri atas lima
kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Banjarbaru Utara
2. Kecamatan Banjarbaru Selatan
3. Kecamatan Landasan Ulin
4. Kecamatan Liang Anggang
5. Kecamatan Cempaka

  Kelima kecamatan tersebut menjadi lokasi kegiatan
pencacahan dengan cakupan seluruh titik parkir yang telah
memperoleh izin dari Dinas Perhubungan.



3.2 Hasil Pencacahan Izin Parkir
   Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan
oleh tim di lapangan, diperoleh rekapitulasi jumlah izin parkir
yang telah diterbitkan hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Data Terlampir..

3.3 Analisis Sebaran Lokasi Parkir
      Sebaran lokasi parkir berizin cenderung terkonsentrasi di
area padat aktivitas seperti pusat kota, pasar tradisional,
kompleks perkantoran, dan kawasan pendidikan. Adapun hasil
analisis menunjukkan:

Sekitar 78% izin parkir berada di area tepi jalan umum.
Sekitar 22% berada di area off street, seperti lahan parkir
ruko, minimarket, dan fasilitas publik.
Sebagian izin parkir memiliki masa berlaku hingga tahun
berjalan dan perlu dilakukan pembaruan administrasi.

    Analisis spasial terhadap lokasi parkir menunjukkan adanya
tumpang tindih antara beberapa titik parkir resmi dan lokasi
parkir non-berizin, terutama di kawasan Banjarbaru Selatan dan
Landasan Ulin. Hal ini menjadi catatan penting bagi kegiatan
penertiban dan pengawasan berikutnya.



3.4 Temuan Lapangan
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan
pengelola parkir,  diperoleh beberapa temuan utama, antara
lain:

1. Masih terdapat lokasi parkir yang beroperasi tanpa izin
resmi.

2. Sebagian pengelola belum memperpanjang izin tahunan,
meskipun telah habis masa berlakunya.

3. Kebutuhan papan informasi izin parkir di beberapa titik
masih belum dipasang secara jelas.

4. Data izin parkir perlu diperbaharui dan didigitalisasi agar
mempermudah pemantauan dan pelayanan publik.

3.5 Pembahasan dan Implikasi
  Kegiatan pencacahan ini memberikan gambaran aktual
mengenai kondisi perizinan parkir di Kota Banjarbaru. Data hasil
kegiatan ini menjadi dasar bagi evaluasi kinerja pengelolaan
parkir,  sekaligus bahan perencanaan kebijakan ke depan,
seperti:

Penyusunan sistem database izin parkir berbasis digital.
Peningkatan pengawasan terhadap parkir non-berizin.
Penetapan zonasi baru untuk lokasi parkir resmi sesuai
kebutuhan wilayah.

    Optimalisasi penerimaan retribusi daerah dari sektor parkir.
Dengan adanya data ini,  diharapkan kebijakan pengelolaan
parkir di Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih efektif,  efisien,
dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



   Berdasarkan hasil kegiatan Pencacahan Lengkap Penerbitan
Izin Parkir di Kota Banjarbaru Tahun 2025, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah izin parkir yang telah diterbitkan sebanyak 65 lokasi,
yang tersebar di l ima kecamatan di Kota Banjarbaru.

2. Sebagian besar lokasi parkir berizin merupakan parkir tepi
jalan umum (78%), sedangkan sisanya merupakan parkir off
street (22%) diluar jangkauan data reel yang masih
menunggu ketetapan observasi teknis.

3. Kecamatan Banjarbaru Selatan menjadi wilayah dengan izin
parkir terbanyak karena merupakan pusat kegiatan ekonomi
dan perdagangan.

4. Masih ditemukan lokasi parkir yang belum memiliki izin
resmi, serta beberapa izin yang telah melewati masa berlaku
dan belum diperpanjang.

5. Diperlukan pembaruan dan digitalisasi data perizinan agar
proses pengawasan dan pelayanan perizinan parkir dapat
lebih cepat, akurat, dan transparan.

6. Kegiatan pencacahan ini telah memberikan gambaran
faktual yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan
kebijakan perparkiran yang lebih tertib dan efisien.

BAB.IV
KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan



    Berdasarkan hasil temuan dan analisis di lapangan, maka
disampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan
pengembangan ke depan, yaitu:

1. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan izin parkir,
terutama pada lokasi yang berpotensi beroperasi tanpa izin.

2. Melakukan pembaruan data izin parkir secara berkala,
minimal satu kali dalam setahun.

3. Mengembangkan sistem digital perizinan parkir (database
online) untuk mempermudah proses administrasi,  verifikasi,
dan pemantauan.

4. Meningkatkan sosialisasi kepada pengelola parkir dan
masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap
perizinan parkir.

5. Melakukan penataan ulang lokasi parkir di kawasan padat
aktivitas guna mengurangi kemacetan dan meningkatkan
kenyamanan pengguna jalan.

6. Meningkatkan koordinasi l intas bidang dan instansi terkait,
termasuk Satpol PP dan pihak kepolisian, dalam rangka
pengawasan dan penertiban kegiatan parkir di Kota
Banjarbaru.

4.2 Rekomendasi



     Laporan Pencacahan Lengkap Penerbitan Izin Parkir di Kota
Banjarbaru Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi dokumen
pendukung pengambilan kebijakan strategis dalam pengelolaan
sistem perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.

  Dengan adanya data yang akurat dan mutakhir, Dinas
Perhubungan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan
publik, menertibkan pelaksanaan parkir,  serta mengoptimalkan
potensi pendapatan asli  daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini,  baik dari
unsur pemerintah daerah, petugas lapangan, maupun
masyarakat yang telah memberikan data dan informasi dengan
baik.

   Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
dasar perencanaan serta evaluasi kebijakan perparkiran yang
lebih baik di masa mendatang.

Banjarbaru,September 2025

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

BAB.V
PENUTUP



Lampiran Data



NO NAMA USAHA PARKIR ALAMAT NAMA PENGELOLA

1 PASAR BAUNTUNG
BANJARBARU

JL . RO ULIN, GUNTUNG MANGGIS, KEC. LANDASAN ULIN, KOTA
BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANJARBARU

2 PASAR ULIN RAYA
BANJARBARU

JL. A. YANI, LANDASAN ULIN TENGAH, KEC. LIANG ANGGANG,
KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANJARBARU


